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B. Saran 

1. Sebaiknya dalam hal ini perlu dihadirkan suatu lembaga penjamin yang 

dimana fungsi dari lembaga penjamin tersebut adalah untuk menjamin 

pembeli (user) apabila dalam proses pembangunan apartemen terjadi 

masalah yang dapat merugikan pihak pembeli, seperti pembeli dapat 

mengajukan keberatan, menuntut ganti kerugian atau menuntut 

developer untuk menyelesaikan kewajibannya, selain itu jika 

dikemudian hari terjadi masalah serupa sebaiknya diberikan sanksi 

yang tegas bagi developer jika tidak dapat menyelesaikan prestasinya. 

2. Diharapkan penjualan satuan rumah susun sebaiknya dibuatkan 

ketentuan untuk mewajibkan  developer untuk membuat rekening 

tersendiri (Escrow Account) atau ada pihak lain yang terpisah dari 

developer, dimana salah satu rekening atau pihak lain tersebut 

berfungsi untuk menampung dana yang disetorkan oleh para pembeli 

dan baru dapat dicairkan setelah pembangunan tersebut benar- benar 

telah selesai. Dengan demikian ada kepastian dan perlindungan hukum 

bagi pembeli untuk mendapatkan uangnya kembali jika nantinya 

pembangunan tersebut dihentikan. 
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